BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dana alokasi khusus

fisik dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020,
Dana Insentif Daerah Tambahan diprioritaskan untuk
mendorong pemulihan ekonomi termasuk mendukung
industri kecil dan pasar tradisional, usaha mikro dan
menengah, koperasi dan pasar tradisional serta
penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dan bidang
sosial;

bahwa berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 15/KM.07/2020 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana
Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan

Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Bantuan



Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III
dipergunakan untuk insentif dan santunan kematian
untuk tenaga kesehatan akibat penanganan Covid-19;
bahwa dengan ditetapkan sekolah penerima Bantuan
Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional
Sekolah Kinerja sebagaimana dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582 /P/2020
tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional
Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah
Kinerja Tahun Anggaran 2020;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
903/8215.24/101.1/2019 tentang Pagu Anggaran
Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Kabupaten / Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2020;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
045.2/7660/201.4/2019 tentang Pagu Anggaran
Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Kabupaten / Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2020;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
903/24.801/201.5/2019 tentang Pagu Anggaran
Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Kabupaten / Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2020;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
199)sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
782);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 15/KM.07/2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Cadangan
Bantuan  Operasional  Kesehatan Tambahan
Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 582 /P/2020 tentang
Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah
Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana



Menetapkan

17.

18.

19.

20.

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor

54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 54) yang telah

beberapakali diubah dengan Peraturan Bupati:

a.

Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2020 Nomor 11);

. Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2020 Nomor 15);
Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2020 Nomor 20);

diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan dalam Lampiran [ mengenai Ringkasan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 diubah dan dibaca sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perangkat

Daerah :

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

d. Dinas Perikanan;

e. Dinas Pertanian;

f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran III mengenai Daftar Nama

Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang

Diterima diubah dan dibaca sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 Agustus 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 27



